PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI AXA LIFE AKIBAT PENCABUTAN IZIN USAHA OLEH 






Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik 
kesimpulan, anatara lain : 
1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang bertugas 
melakukan pengawasan terhadap industri keuangan bank maupun non-bank 
sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan. OJK melaksanaan pencabutan izin usaha asuransi 
jiwa PT. AXA Life Indonesia ditetapkan atas persetujuan Komisioner OJK 
sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 
sebagai pemenuhan prinsip kepemilikan tunggal (Single Presence Policy) 
yang termuat di dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 
Persuransian. 
2. PT. AXA Financial Indonesia selaku pihak yang menerima pengalihan 
portofolio pertanggungan bertanggung jawab atas kewajiban yang timbul, 
salah satunya pemberian pertanggung jawaban terhadap pemegang polis 
asuransi jiwa PT. AXA Life Indonesia. PT. AXA Financial Indonesia 
bertanggung jawab untuk memenuhi dan memberikan pelayanan terhadap 







Berdasarkan pembahasan diatas, maka saran - saran yang dapat diberikan 
antara lain : 
1. Dengan adanya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hendaknya masalah 
perlindungan konsumen dibidang lembaga keuangan bank maupun non - bank 
dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta kewenangan 
yang dimiliki oleh OJK hendaknya dapat menciptakan suatu iklim usaha 
asuransi yang sehat dan menjamin kepastian hukum demi mewujudkan 
perlindungan hukum kepada konsumen. 
2. Dengan pencabutan izin usaha asuransi jiwa PT. AXA Life Indonesia, maka 
hendaknya juga perlu memperhatikan hak - hak pemegang polis serta 
perlunya pemenuhan pertanggung jawaban terhadap pemegang polis asuransi 
jiwa PT. AXA Life Indonesia setelah penggabungan perusahaan dengan 
asuransi jiwa PT. AXA Financial Indonesia agar tidak menimbulkan 
permasalahan dikemudian hari dan dapat menciptakan iklim perasuransian 
yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 
 
 
 
 
 
 
